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Aksi Protes Publik Terhadap Produk Undang-Undang 



 Persepsi Publik   Keterbukaan Parlemen  
 

 Protes/demo masif yang terjadi di berbagai belahan Indonesia saat pengesahan 

sebuah Undang-undang dianggap/persepsikan publik dilakukan secara  tiba-

tiba 

 Masyarakat menganggap tidak ada transparansi dalam proses pembuatan 

undang-undang 

 Literasi politik masyarakat, terutama soal memanfaatkan keterbukaan yang ada, 

masih rendah 

 Ketersediaan (availability) data dan informasi dan kualitas keterbukaan (quality 

openness) yang menguatkan mekanisme demokrasi antara warga negara 

dengan DPR (Juga Pemerintah) rendah 

 

 

  



Open Parliament Indonesia (OPI) 

Pentingnya Keterbukaan Parlemen  

• Open Parliament Indonesia (OPI) mendukung proses kerja 
lembaga legislatif menjadi terbuka, transparan, inklusif, dan 
akuntabel sehingga perumusan kebijakan dan kinerja 
Anggota Dewan dapat diakses dan menjawab kebutuhan 
publik. 

 

• Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap DPR RI rendah: 

• Survei dari Lembaga Survei Indonesia tahun 2019: 
45% 

• Survei dari Survei Indikator Politik Indonesia tahun 
2020: 52,6% 

 
• Peringkat Keterbukaan Informasi DPR RI berdasarkan 

penilaian Komisi Informasi Pusat (KIP) turun dari CUKUP 
INFORMATIF (2019) menjadi MENUJU INFORMATIF  (2020) 

 



Pengawasan Publik Terhadap Penyusunan Undang-Undang 

RUU tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batu Bara 

RUU tentang Perlindungan Pekerja  

Rumah Tangga 



Pengawasan Publik Terhadap Penyusunan Undang-Undang 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list 

 

Prolegnas 2020 - 2024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.dpr.go.id/uu/prolegnas 

 

Prolegnas Prioritas 
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Landasan Hukum Keterbukaan Parlemen  
 

 

• Pasal 28F UUD 1945 “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk 

mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memilik, dan 

menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”  

• Pasal 23 ayat 1 UUD 45 telah ditetapkan bahwa “Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud 

dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara 

terbuka dan bertanggurg jawab untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.”  

• UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur penyediaan informasi oleh 

badan publik.  

• Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPR RI tentang keterbukaan 

Informasi Publik di DPR RI.  

 

Dalam pelaksanaan, landasan hukum OPI juga di dukung dari keanggotaan Indonesia dalam Inter Parliamentary 

Union (IPU), Global Organization for Parliamentary Against Corruption (GOPAC) dan Open Government 

Partnership (OGP).  



Tantangan DPR RI Dalam Keterbukaan Parlemen  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peningkatan Political Will 

Isu-isu Ego Sektoral dan Birokrasi 

Minimnya anggaran (akibat Pandemi) 

Pengembangan Sistem Teknologi informasi di DPR RI 

Transisi politik dan pergantian kepemimpinan 



Tantangan DPR RI dalam Partisipasi Publik  

 

 

 

 

 

 

 

Komunikasi antara Anggota DPR RI dan Masyarakat 

Reformasi citra DPR RI 

Rendahnya user engagement atau pemanfaatan fasilitas 

teknologi dan informasi yang dimiliki oleh DPR RI 



Upaya DPR RI Mendorong Partisipasi 

Publik dan Keterbukaan Parlemen 



Meningkatkan Komunikasi Antara Anggota DPR RI dengan Publik 

Upaya peningkatan komunikasi antara anggota DPR RI dengan 

publik dilakukan melalui: 

 Meningkatkan transparansi informasi Anggota DPR 

 Informasi mengenai Anggota DPR RI bisa dilihat pada 

http://www.dpr.go.id/anggota/index/ 

 Mengupayakan saluran penghubung langsung antara 

masyarakat dengan wakilnya sesuai dengan komitmen ke-3 

Rencana Aksi Nasional (RAN) Keterbukaan Parlemen 

Indonesia Tahun 2020 - 2022 
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Komunikasi Antara Anggota DPR RI dengan Publik 

Upaya meningkatkan komunikasi 

dengan publik: 

 Memaksimalkan penggunaan sosial 

media dan media baru (new media) 

 Membangun komunikasi, kedekatan, 

keterbukaan dan keterikatan yang 

konstruktif dan berkelanjutan antara 

Anggota DPR RI dengan publik 

 



Mendorong Proses Ko–Kreasi Antara DPR RI dengan Stakeholder Non Parlemen  

 
 

 Proses ko-kreasi dan kolaborasi antara DPR RI dengan berbagai 
stakeholder Non Parlemen adalah jantung dari proses keterbukaan 
parlemen 
 

 Meningkatkan fungsi berbagai saluran komunikasi yang dimiliki oleh DPR 
RI baik secara on line maupun off line untuk meningkatkan partisipasi 
publik 

 
 Merancang forum yang lebih inklusif dan partisipatif sesuai dengan 

komitmen ke-4 Rencana Aksi Nasional (RAN) Keterbukaan Parlemen 
Indonesia Tahun 2020 - 2022 



Kolaborasi dengan Media Massa   

 Meningkatkan kolaborasi antara DPR RI dengan media massa dan media 

baru untuk meliput inovasi DPR RI terutama cara kerja dan pelayanan 

kepada publik 

 Meningkatkan keterlibatan media massa dan media baru untuk 

mempromosikan berbagai aplikasi dan platform keterbukaan parlemen 

kepada publik 

 DPR RI mengupayakan kolaborasi yang lebih luas dengan media massa dan 

media baru guna meningkatkan keterbukaan dan partisipasi publik sesuai 

dengan komitmen ke-5 Rencana Aksi Nasional (RAN) Keterbukaan 

Parlemen Indonesia 



Terima Kasih  


